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Abstract The Government of Aceh in 2013 issued Aceh Qanun Number 11 of 2013 concerning Social Welfare. 
North Aceh Regency to overcome this has carried out a variety of policies / programs with the aim of finding 
solutions in terms of poverty alleviation of coastal communities, but not yet optimal, the number of poverty 
continues to increase and and decrease from year to year, we can see that the Aceh District Government The 
North does not seem to be serious in suppressing and overcoming poverty, based on the writer's findings that 
there are still many of the coastal poverty alleviation programs that are not yet right on targeting the people who 
are the object of the policy / program. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation 
of poverty reduction policies in coastal communities in Seunuddon District. To describe the constraints of the 
government in poverty alleviation of coastal communities. The study uses a qualitative approach to the type of 
descriptive analysis research. The results showed that the implementation of policies in poverty reduction in 
coastal communities in Seunuddon District the government worked with the North Aceh Regional Planning and 
Development Agency (BAPPEDA), North Aceh Central Statistics Agency (BPS), the Fisheries and Maritime 
Affairs Office, and the Social Service. The Department of Fisheries and Maritime Affairs has implemented and 
provided socialization to the community regarding poverty alleviation programs for the poor coastal communities, 
in general the poverty of coastal communities in the District of Seunuddon is influenced by cultural and structural 
factors. The obstacle of the government in reducing poverty of coastal communities in Seunuddon District, is 
related to the lack of budget, resources, facilities and infrastructure, as well as very limited information.  
 
Keywords: Implementation, Policy, Mitigation, Poverty, Coastal Communities. 
 
Abstrak Pemerintah Aceh pada tahun 2013 mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang 
Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Aceh Utara untuk mengatasi hal tersebut telah melakukan berbagai kebijakan/ 
program dengan tujuan mencari solusi dalam hal Penanggulangan kemiskinana masyarakat pesisir, namun belum 
maksimal, jumlah angka kemiskinan terus mengalami peningkatan dan dan penurunan dari  tahun ke tahun, ini 
dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkesan tidak serius dalam menekan dan 
menanggulangi angka kemiskinan, berdasarkan hasil temuan penulis bahwa masih banyak dari program 
penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir yang belum tepat mengenai sasaran kepada masyarakat yang 
menjadi objek dari kebijakan/ program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon. Untuk 
mendeskripsikan kendala pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implemetasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon 
pemerintah bekerja sama dengan  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Utara, Badan 
Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Sosial. Dinas Perikanan dan Kelautan 
telah melaksanakan serta memberikan sosialiasi kepada masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan 
kepada masyarakat miskin pesisir, pada umumnya kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon di 
pengaruhi oleh faktor kultural dan srtuktural. Kendala pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat 
pesisir di Kecamatan Seunuddon, terkait  masih minimnya anggaran, sumber daya, sarana dan prasarana, serta 
informasi sangat terbatas.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan,Penanggulangan, Kemiskinan, Masyarakat Pesisir.  
 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Implementasi kebijakan publik  harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. 

Dalam kaitan ini yang membedakan secara esensial antara implementasi kebijakan publik 
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dengan implementasi kebijakan non publik terletak pada muatan kepentingan publik yang 

harus tercermin pada setiap kebijakan publik. Pencerminan  kepentingan publik dalam 

kebijakan publik tidak mudah  untuk diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan publik, 

karena dalam proses pembuatan, kepentingan akan selalu mempengaruhi nuansa kebijakan 

publik. Pada tataran inilah seringkali kepentingan publik menjadi bias terhadap kepentingan 

sekelompok masyarakat.  

Dengan  kata  lain  bahwa  dalam  setiap  proses  formulasi  kebijakan  publik  akan  

selalu membawa implikasi yaitu ada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kelompok 

masyarakat yang diuntungkan. Pencerminan  kepentingan publik  dalam kebijakan  publik  

tidak  mudah  untuk diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan publik, karena dalam proses 

pembuatan, kepentingan akan selalu mempengaruhi nuansa kebijakan publik.   Pada tataran 

ini lah seringkali kepentingan publik menjadi bias terhadap kepentingan sekelompok 

masyarakat. Dengan  kata  lain  bahwa  dalam  setiap  proses  formulasi  kebijakan  publik  

akan  selalu membawa implikasi yaitu ada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh 

kelompok masyarakat yang diuntungkan. Untuk menghindari adanya bias kepentingan publik 

dalam proses formulasi kebijakan publik  tersebut  maka  demokratisasi  dalam  proses  

pembuatan  kebijakan  publik  menjadi penting  keberadaannnya,  sebab  melalui  proses 

demokratisasi,  dominasi  kelompok  dalam formulasi kebijakan dapat dihindari. Implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak 

lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah 

yang ada, yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut, (Riant Nugroho, 2009 

: 494).  

Masalah kemiskinan masyarakat pesisir  merupakan masalah yang bersifat 

multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang tepat,   menyeluruh, 

dan bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi 

penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat pesisir di Aceh. Terdapat beberapa aspek 

yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat pesisir atau masyarakat pinggiran 

pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin wilayah 

pesisir, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu 

menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat 

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, terkadang beberapa pekan 

masyarakat pesisir  /nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu/ cuaca buruk. 

Dampak  dari  kemiskinan  adalah  dapat  membatasi  rakyat  untuk  memperoleh pekerjaan 



 
 
 
 
 
 
dan hak rakyat untuk mengakses kebutuhan hidup, selain itu dampak kemiskinan tidak  dapat  

memperoleh  pendidikan, membiayai  kesehatan, pengangguran  yang  semakin meningkat dan 

kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi pangan, sandang dan papan, 

(Hall dan Midgley,  2004 : 14).  

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan 

berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, 

menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Kondisi lain yang 

turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir /nelayan adalah 

mengenai kebiasaan atau pola hidup dan pola pikir. Tidak pantas jika kita menyebutkan 

masyarakat wilayah pesisir/nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang 

selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat 

penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan hidup jangka panjang, melainkan dijadikan 

kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. (Dahuri , 2001 : 6). 

Dari hasil penelitian penulis, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak 

terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, 

kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang 

cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin pesisir semakin lemah. Pada 

saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir 

sebagai salah satu pemangku kepentingan diwilayah pesisir. Dari tabel dibawah ini dapat kita 

lihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh yang terus mengalami 

penaikan dan penurunan setiap tahunnya.  

Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabah atau 

bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Sekarang kemiskinan 

menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau 

atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi 

atau komunikasi antara orang yang berada ditingkatan yang dibawah dan diatasnya. Kabupaten 

Aceh Utara mempunyai angka kemiskinan tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota 

lainnya di Provinsi Aceh, sebesar 118.740 jiwa atau 42,5 %  dan memiliki sebanyak 850 desa 

(Aceh Utara dalam angka, 2007-2017).  

Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara 80 % berada didaerah pedesaan. Dilematika 

kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini masih belum tepat dicari solusi 

pemecahannya, baik oleh pemerintah, masyarakat ataupun lembaga non pemerintah 

(NGOs). Dari aspek  political  will  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dan  peranan  partai 
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politik, termasuk partai politik incumbent, isu kemiskinan masih kurang mendapat perhatian 

dan rendahnya komitmen yang tercermin dalam agenda kebijakan pengentasan kemiskinan, 

sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK), di mana 

program-program yang disusun oleh pemerintah untuk mengentasakan kemiskinan belum 

begitu berpihak kepada rakyat miskin, ini dapat memberi kesan bahwa kemiskinan memang 

seperti terabaikan. Implementasi dari hal tersebut dapat tergambarkan dari alokasi belanja 

aparatur sebesar 60 % dan 40 % untuk belanja publik (PDRB Kabupaten Aceh Utara, 2017).  

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tidak hanya menjadi tanggung 

jawab  pemerintah,  tetapi juga  diperlukan  dukungan  dan  komitmen  berbagai  pihak  yang 

terlibat   dalam   program   pengentasan   kemiskinan   untuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Problematika kemiskinan di Kabupaten Utara sangat kompleks. Faktanya 

penanganan  kemiskinan  selama  ini  cenderung  parsial  dan  tidak  berkelanjutan.  Peran 

eksekutif, legislatif, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (LSM) pada umumnya 

belum optimal. Namun, dalam realita pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara 

dengan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan belum pernah menyentuh aspek-aspek 

yang telah ditawarkan dan tidak terintegrasi dalam sebuah kebijakan yang komprehensif. 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan dan 

penurunan mulai dari tahun 2015 jumlah pesentase masyarakat miskin berada di 19,20, 2016- 

19,46,2017-19,78 dan tahun 2018-18,27,  ini dapat kita lihat bahwa Kabupaten Aceh Utara 

tidak serius dan tidak bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sendiri, karena 

kalau kita lihat Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang terbesar dibandingkan dengan 

daerah-daerah lainnya yang ada di Provinsi Aceh, daerah yang memiliki penduduk terbanyak 

dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, ini sungguh sangat disayangkan 

karena masih banyak masyarakat di Kabupaten Aceh Utara hidup dalam lingkaran kemiskinan 

khususnya masyarakat yang berada diwilayah pesisir.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di implementasikan 

di Kecamatan Seunuddon ? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Seunuddon ? 

 

METODE PENELITIAN 



 
 
 
 
 
 
Pendekatan 

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ,menjelaskan serta menganalisis serta 

mengembangkan terkait dengan rumusan masalah yang dibahas. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

menginventarisasi peraturan perundang-undangan , meneliti bahan pustaka (tulisan & hasil karya 

ilmiah), dan sumber-sumber bahan lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam 

penelitian ini. 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan logikan 

berpikiri campuran,dengan tujuan untuk melakukan penggabungan pola pikir induktif untuk 

mencapai berbagai pandangan terkait data yang diperoleh relevansinya dengan isu 

permasalahan yang dibahas dalam pembahasan penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir 

Kecamatan Seunuddon 

Komunikasi 

 Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat 

keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui 

para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dari hasil 

penelitian penulis menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi Program pemberdayaan 

masyarakat  miskin wilayah pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) 

untuk Bidang Kelautan dan Perikanan secara aplikatif belum mencapai kepada rumah tangga 

sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi, baik melalui pertemuan formal, 

media cetak maupun media Televisi dan radio masih rendah, maka cukup beralasan jika dalam 

sosialisasi program belum mencapai kesemua rumah tangga sasaran (masyarakat miskin 

wilayah pesisir). 

 

 

Sumber daya 
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 Sumber daya merupakan salah satu bagian dalam proses implementasi kebijakan yang 

harus ditunjang oleh baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, materi dan metoda. 

Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak 

akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi 

dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada dimasyarakat 

dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah 

staf, keahlian dari para pelaksana kebijakan, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan 

program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada 

sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai 

untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia 

yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program 

secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah 

staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.  

Disposisi  

 Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi 

implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau 

sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat 

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan 

awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap 

implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan tersebut 

akan menghadapi kendala yang serius sangat besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak 

berjalan secara efektif sesuai dengan harapan. 

Struktur Birokrasi 

  Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh 

penting pada proses implementasi kebijakan. Jika terdapat suatu kelemahan dalam  struktur 

birokrasi tersebut misalnya struktur birokrasinya tidak jelas/ tidak terarah output yang 

dihasilkan dari struktur birokrasi tersebut tidak efektif/ efisien maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan berhasil. Pada dasarnya struktur birokrasi mencangkup aspek-aspek seperti 

pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang 

bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Karena 



 
 
 
 
 
 
strukutur birokrasi mencangkup dimensi frangmentasi dan (standard operating 

procedures/SOP).  

Kebijakan publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau tidak, dalam 

mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi yang baik dari 

pelaku kebijakan, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan publik 

tersebut, ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu 

komunikasi, sumber daya aparatur disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam proses 

mengimplementasikan dan mempercepat program penanggulangan kemiskinan masyarakat 

wilayah pesisir, usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh Utara untuk program 

penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon bisa dilakukan melalui 

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah 

telah meluncurkan berbagai program kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat 

kurang mampu yang bersifat saling melengkapi (komplementer) dari berbagai sektor seperti 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Bidang Sosial 

Ekonomi, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) untuk Bidang Perumahan, 

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan (PPBP), Program Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PPPHP) 

dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, 

saat ini komunikasi dalam upaya implementasi.  

Keputusan Bupati Aceh Utara No 560/379/2019  merupakan salah satu hal penting yang 

harus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pada hakekatnya adalah proses 

penyampaian pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pikiran berupa ide-ide, 

informasi, masalah, yang ada dalam benak perasaan membentuk keyakinan, kebaikan, sedih, 

senang yang muncul dan lubuk hati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

komunikasi dan komunikasi antar lembaga terkait implementasi keputusan Bupati Aceh Utara 

no 560/379/ tahun 2019, fenomena yang ditemukan dilapangan, ternyata ada pihak pihak yang 

kurang mendukung terhadap implementasi keputusan Bupati Aceh Utara no 560/379/ tahun 

2019.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme/ prosedur untuk pencairan 

bantuan bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin pesisir belum sesuai dengan 

pelayanan (kesederhanaan, transparansi, ketetapan waktu dan efesiensi) karena masih 

dihadapkan pada prosedur yang panjang atau birokratis sehingga diperlukan waktu yang relatif 

lama, disamping itu juga diperlukan kecermatan karena setiap pengurus harus mengetahui 

mekanisme yang ditentukan berrdasarkan pemanfaatannya yaitu untuk penanggulangan 
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masyarakat miskin pesisir untuk biaya operasional pemantauan dan pengendalian, karena 

prosesnya yang begitu panjang, disisi lain banyaknya persyaratan yang harus terpenuhi, maka 

tidaklah heran jika para pengurus Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk 

Bidang Kelautan dan Perikanan, ketika mencairkan dana selalu dipandu oleh pendamping.  

Hasil penelitian penulis bahwa masih adanya perbedaan persepsi dengan masyarakat 

miskin wilayah pesisir yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

(PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, terhadap mekanisme pencairan dana ataupun 

bantuan untuk program tersebut masih dihadapkan prosedur yang mereka pikir prosedur itu 

panjang dan diperlukan waktu relatif lama. Karena dilihat dari banyaknya persayaratan yang 

harus dipenuhi di setiap anggota-anggota Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) 

untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam mencairkan dana yang untuk diberikan kepada 

anggota-anggota kelompok tersebut diwilayah Kabupaten Aceh Utara. Program pada 

kelompok sasaran merupakan output dari program penanggulangan masyarakat miskin wilayah 

pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan 

Perikanan, yang dimana program tersebut dilaksanakan. 

Berbicara tentang keefektivan pelaksanaan program, tidaklah lepas dari ketepatan 

waktu pencairan dana program dan sekaligus pemanfaatannya. Sebagaimana diketahui bahwa 

pencairan dana pada program penanggulangan bagi masyarakat miskin sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang seringkali secara administrasi menciptakan 

keterlambatan. Dengan demikian keefektifan program penanggulangan masyarakat miskin 

pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan 

Perikanan, kepada kelompok sasaran dapat dilihat dari pemanfaatan dana bantuan yang 

digulirkan melalui program penanggulangan masyarakat miskin pesisir.  

 Demikian halnya dalam pemanfaatannya juga sesuai dengan rencana kerja atau 

proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok sasaran. Keefektifan program terhadap 

penyaluran dana hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang diterima oleh masing-masing 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan. 

Dari hasil pantauan penulis diobyek penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan bagi 

masyarakat miskin wilayah pesisir yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, belum tepat sasaran, baik dari besarnya 

dana maupun yang berhak menerima. Dalam pemanfaatannya tidak ada yang menyimpang dari 

acuan program, bahkan semua dana yang diterima pada masing-masing anggota digunakan 

untuk peningkatan produktivitas walaupun sebagian dari penerima program tersebut ada yang 

gagal untuk meningkatkan produktifitasnya.  



 
 
 
 
 
 
 Dalam hal sosialisasi program yang dilakukan petugas pelaksana terhadap masyarakat 

miskin wilayah pesisir, meskipun hal tersebut telah dilakukan tetapi secara aplikatif belum 

optimal, dan hal tersbut dapat dilihat dari frekuensi pertemuan yang dilakukan pada masyarakat 

miskin wilayah pesisir  relative kecil sehingga sebagian masih kecil masyarakat yang tidak 

mengetahui mengenai program-program tersebut. Melalui petemuan formal, media Cetak 

televisi dan radio yang frekuensinya masih rendah. Dari hasil penelitian penulis menunjukkan 

bahwa kegiatan sosialisasi program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, 

secara aplikatif belum mencapai kepada rumah tangga sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari 

penyampaian informasi, baik melalui pertemuan formal, media cetak maupun media Televisi 

dan radio masih rendah, maka cukup beralasan jika dalam sosialisasi program belum mencapai 

kesemua rumah tangga sasaran (masyarakat miskin wilayah pesisir).  

 Dengan demikian sosialiasi program penanggulangan masyarakat miskin wilayah 

pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan 

Perikanan, masih belum efektif, karena aksesbilitas informasi yang disampaikan belum sampai 

kepada kelompok sasaran terkecuali bagi mereka yang tercantum dalam Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, telah 

mendapatkan informasi secara lengkap, hal tersebut telah diakui oleh petugas pelaksana yang 

melakukan kegiatan program tersebut.  

 Selain itu, hasil yang didapatkan penulis dilapangan masih kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah maupun dinas terkait terhadap seluruh masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan 

diharapkan petugas pelaksana kegiatan pada program penanggulangan masyarakat miskin 

wilayah pesisir ini, lebih meningkatkan Sosialisasi Kepada Rumah Tangga Sasaran 

(masyarakat miskin wilayah pesisir) yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, mengenai program ini, dan juga dalam 

sosialisasi ini dapat dilakukan berbagai Media Cetak, Televisi Lokal dan di Radio disekitar 

Kabupaten Aceh Utara. Karena selama ini Sosialiasasi yang dilakukan Petugas Pelaksana 

masih bersifat parsial atau belum menyeluruh. Sehingga dikalangan masyarakat miskin 

menimbulkan persepsi negatif. Karena sosialisasi disampaikan hanya terbatas pada warga 

miskin yang tergolong dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk 

Bidang Kelautan dan Perikanan, dan belum menyeluruh pada semua masyarakat miskin 

wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.  

Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah dan dinas-dinas terkait mengenai 

penerapan Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan 
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Perikanan, di Kabupaten Aceh Utara telah melahirkan berbagai persepsi negatif. Hasil dapat 

disimpulkan penulis bahwa menunjukkan betapa kecilnya bentuk sosialisasi pada Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, yang 

dilaksanakan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan beserta para petugas pelaksana 

pendamping yang ternyata belum mencapai target sasaran kepada masyarakat miskin wilayah 

pesisir yang ada di Kecamtan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.   

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan   Penanggulangan 

Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kecamatan   Seunuddon  

Kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya faktor 

pendukung dan faktor penghambat yang sangat berarti, penyebab lain dari timbulnya faktor 

pendukung dan faktor penghambat implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena 

pelaksanaan program, komunikasi dan koordinasi, dan kekurangan-kekurangan yang 

menyangkut sulitnya memperoleh informasi yang cukup, bukti yang sulit disimpulkan, dan 

adanya berbagai macam kepentingan. Berikut beberapa faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu :   

Pelaksanaan Program  

Pelaksanaan program yag baik sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan 

pelaksana kebijakan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir 

Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara merupakan hal yang penting dalam 

mengimplementasikan kebijakan, meskipun komunikasi oleh pelaksanaan kebijakan berjalan 

dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber yang 

mendukung maka implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. Pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara 

merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Sumber-sumber 

yang penting tersebut bisa meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan 

untuk menerjemahkan kebijakan tersebut.  

Komunikasi dan Koordinasi Yang Sempurna 

Implementasi program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan 

Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh komunikasi 

dan koordinasi yang baik, dan sarana serta prasarana lainnya yang mendukung dalam proses 

suatu implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut bisa 

dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan badan/instansi ataupun 

dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Utara dalam 



 
 
 
 
 
 
pelaksana kebijakan tersebut. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan publik 

akan sangat banyak dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para badan 

atau instansi pelaksananya.  

Sulitnya Memperoleh Informasi Yang Cukup 

Kesulitan untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan masyarakat 

pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara terkait erat dengan beberapa hal yang 

disebut, bila sulitnya memperoleh informasi yang cukup, maka implementasi program tersebut 

nantinya akan menemui kesulitan, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para 

pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan 

untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat 

adanya gangguan komunikasi ataupun masih samarnya transparansi dalam proses 

implementasi kebijakan tersebut, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, 

sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program program kebijakan terlalu umum atau 

sama sekali tidak ada.  

Bukti Yang Sulit Disimpulkan   

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan program 

penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh 

Utara juga ditentukan aspek bukti yang sulit disimpulkan diantara para pelaku kebijakan 

tersebut yang  terlibat dalam proses implementasi. Dalam   hal  ini  berkaitan dengan 

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat 

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang 

disesuaikan dengan pembagian  tugas  atau  ditandai  oleh  adanya  pembatasan-pembatasan 

yang kurang jelas.  

Selain itu aparat pelaksana atau implementor merupakan factor lain yang menentukan 

apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku 

sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana, dalam hal ini diperlukan 

pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan 

yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan 

publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi 

perilaku aparat yang menyimpang. Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya 

mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan 

pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat 

dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama 

menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.  
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Adanya Berbagai Macam Kepentingan  

Dalam proses implementasi program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir 

Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara seringkali menimbulkan konflik dari kelompok 

sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan, 

sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain. 

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. 

Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. 

Semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka 

semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.  

Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada 

ukuran-ukuran keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, kepaduannya, 

kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut. Selain itu pandangan orang lain 

terhadap kelompok tersebut akan mempengaruhi juga dalam perumusan kebijakan. Artinya jika 

kelompok tersebut baik di mata mereka, maka akan timbul kepercayaan orang lain terhadap 

kelompok tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Program Pengelolaan Perikan 

Tangkap dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara jelaslah bahwa 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut sangat 

mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan sehingga tidak semua masyarakat 

miskin wilayah pesisir mendapatkan bantuan dari program tersebut. Kenyataan ini kemudian 

memunculkan respon negatif terhadap sebagian masyarakat miskin yang ada diwilayah 

pesisir sehingga dalam menjalankan program tersebut menuai berbagai hambatan dan kendala.  

Efektivitas program pada kelompok sasaran merupakan output dari program 

penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir dalam Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dimana program tersebut 

dilaksanakan. Berbicara tentang keefektivan pelaksanaan program, tidaklah lepas dari 

ketepatan waktu pencairan dana program dan sekaligus pemanfaatannya. Sebagaimana 

diketahui bahwa pencairan dana pada program pemberdayaan bagi masyarakat miskin wilayah 

pesisir sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang seringkali secara 

administrasi menciptakan keterlambatan.  

Dalam pelaksanaan program Program Pengembangan Perikanan Tangkap (PPPT) untuk 

Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini kelompok sasaran dihadapkan pada mekanisme 

dan prosedur yang birokratis, maka perlunya diharapkan dilakukan pemangkasan birokrasi, 

dengan cara memperpendek prosedur pada mekanisme penyaluran dana dalam kegiatan 



 
 
 
 
 
 
program penanggulangan masyarakat miskin wilayah pesisir, agar masyarakat tidak merasa 

bingung/terlalu berbelit-belit pada persoalan mekanisme prosedur pada mekanisme penyaluran 

dana bagi masyarakat miskin wilayah pesisir yang tergolong dalam Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap (PPPT) untuk Bidang Kelautan dan Perikanan.   

 

PENUTUP  

Kesimpulan 

1. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir 

Kecamatan Seunuddon Kebijakan publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau 

tidak, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi 

yang baik dari pelaku kebijakan, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari 

kebijakan publik tersebut, ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya aparatur disposisi, dan struktur birokrasi. 

Pertama, komunikasi, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan dari implementasi kebijakan publik. Kedua, sumber daya, mempunyai peranan 

penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, 

dan sumber daya anggaran. Ketiga, disposisi, merupakan salah-satu faktor yang mempunyai 

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana 

mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi 

kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana 

sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif 

atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka 

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Keempat, struktur birokrasi, 

struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting 

pada  implementasi. Jika terdapat suatu kelemahan dalam  struktur bitokrasi tersebut, 

implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Pada dasarnya struktur birokrasi mencangkup 

aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada 

dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan 

sebagainya.  Karena strukutr birokrasi mencangkup dimensi frangmentasi dan (standard 

operating procedures/SOP).   

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon Pelaksanaan implementasi program 

penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh 
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Utara yang baik sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksanaan sebuah 

kebijakan. Pertama, pelaksanaan program, merupakan hal penting lainnya dalam 

mengimplementasikan kebijakan, meskipun komunikasi oleh pelaksanaan kebijakan 

berjalan dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber 

yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut cenderung tidak efektif, 

pelaksanaan program merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. 

Kedua, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari 

komunikasi dan koordinasi yang baik pemerintah dan  badan/instansi pelaksana kebijakan. 

Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan publik akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para badan atau instansi 

pelaksananya. Ketiga, sulitnya memperoleh informasi yang cukup, kesulitan untuk 

melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut, bila sulitnya 

memperoleh informasi yang cukup, maka implementasi program tersebut nantinya akan 

menemui kesulitan, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk 

dapat memainkan perannya dengan baik. Keempat, bukti yang sulit disimpulkan, gagalnya 

implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek bukti yang sulit disimpulkan 

diantara para pelaku  yang  terlibat   dalam   implementasi. Dalam hal  ini  berkaitan dengan 

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Kelima, adanya berbagai macam 

kepentingan, proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik 

dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok 

tertentu diuntungkan, sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru 

merugikan kelompok lain. Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-

orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan 

benturan fisik biasa saja terjadi. Semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam 

implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, 

demikian pula sebaliknya.  

Saran 

1. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih tanggap dalam memberikan bentuk perhatian yang 

lebih terhadap kepentingan masyarakat, seperti program-program khusus penanggulangan 

kemiskinan yang berkelanjutan, bantuan bagi masyarakat yang ada diwilayah pesisir 

Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Seharusnya pemerintah memberikan 

program khusus yang bisa menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir, karena dengan 

program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dan dengan aturan yang 



 
 
 
 
 
 

masih berdasarkan aturan pusat belum bisa mengatasi permasalahan kemiskinanan 

masyarakat pesisir sehingga pemerintah segera mengeluarkan qanun untuk daerah agar bisa 

dengan cepat mengatasi masalah tersebut. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian 

yang lebih dalam menanggulangi kemiskinan diwilayah pesisir Kecamatan Seunuddon, 

Kabupaten Aceh Utara melalui program khusus supaya kemiskinan ini bisa diatasi dengan 

bijak sehingga tidak ada lagi masyarakat wilayah pesisir yang hidup dalam pusaran garis 

kemiskinan.  

2. Diharapkan kepada generasi muda yang akan datang agar dapat memperdalam dan menggali 

penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir 

Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara supaya Aceh Utara bisa bangkit mengejar 

ketinggalannya dengan daerah-daerah lainnya dan keluar dari pusaran kemiskinan.   
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